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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2O14 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 menyatakan Gubernur Sumatera Utara
menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OI4;

Undang'Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2S6l;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO\
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42I);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4}aal;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2O09 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak5rat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa3);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 20OO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO2Bl;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44161sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O07 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7|2l;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45751;

Peraturan Pemerinta.h Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6tal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 lentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O10 tentang Pedoman Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO
Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510a);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tah:ur. 2013 tentang Pedoman Pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2AI4;

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOB tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2OO8 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2OOB tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20OB tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O09 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 17);

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2O\4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2OI4 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2014 Nomor 2l;



MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasa.l 1

ArEgarai Pendapaten dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, adalah sebasai b€rikut :

1. Pendapatan

2. Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 8,488,643,829,O23.OO

Rp. 8,526,300,954,643.00

Rp. {37,657,125,620.00)

Rp. 37,657,125,620.00

Rp.

Rp. 37,657,125,620.0A

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prcvinsi Surratera Ut€.ra Tahun Anggaran 2014 sebagaimatra
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam l,ampiran yalg merupakal bagian tidak terpisahkan dari Peratumn Gubemur ini, terdiri da:ril

1. Lampirarl I : Ringkasan APBD beldasarkan rincian objek pendapatatr, betenja dan pembial'aan.

2. L€mpiran II : Penjabaran APtsD.
3. L€.mpirerr III : Daftar Penerima llibah dar Besarar Bantuan



Passl 3

Peratur€n Gubefitur ini mulai berlaku pada targgal diundatgkan.

Agar sotiap orang mengetahuilya, mem€rinta}lkAn pengundanSan Peraturan Gubernur ini dengan pedempatanhya dalam Belita Daeral
PaovinEi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
padataltegal 6 Maret 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd,

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DASRAH PROVINSI,

ttd

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARATAHUN 2014 NOMOR


